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Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa proses tata usaha negara dalam pemilihan umum
(pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui perspektif desain keadilan pemilu, dengan tujuan
mencapal harmonisasi penanganan sengketa yang selaras dengan prinsip keadilan pemilu. Metode yang
digunakan adalah penelitian doktrinal dengan fokus pada analisis hukum tertulis. Ditemukan bahwa
mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini memiliki dua kelemahan utama: pertama, tidak ada
peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan melalui pengadilan lanjutan; kedua, penggunaan
lembaga adjudikasi di luar sistem regulasi pemilu menyebabkan penyel esaian sengketa berlarut-larut dan
tidak efektif. Oleh karenaitu, penulis merekomendasikan revisi undang-undang pemilu untuk memasukkan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai peradilan lanjutan
dalam sengketa proses pemilu seperti dalam Pilkada, serta menetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
sebagai lembaga peradilan tingkat pertama satu-satunya untuk efektivitas dan pembentukan rezim pemilu
melalui prosedur yang jelas, dengan pengalihan fungs pengawasannya kepada masyarakat untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

...... This study examines the mechanisms for resolving administrative process disputes in general elections
(pemilu) and local leaders elections (pilkada) from the perspective of electoral justice design, aiming to
achieve harmonization in dispute resolution that aligns with the principles of electoral justice. The method
used is doctrinal research, focusing on the analysis of written laws. It was found that the current mechanisms
for resolving electoral process disputesin genera elections have two main weaknesses: first, thereisno
opportunity for aggrieved parties to seek justice through higher courts; second, the use of adjudication
bodies outside the electoral regulatory system causes the resolution of disputes to be prolonged and
ineffective. Therefore, the author recommends revising the election laws to include the High Administrative
Court (PTTUN) and the Supreme Court (MA) as higher courts for resolving electoral process disputes, asin
local leaders elections. Additionally, the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) should be
established as the sol e first-instance adjudication body to enhance effectiveness and create a clear procedural
framework for electoral justice, transferring its supervisory functionsto the public to increase transparency
and accountability.
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